BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi
konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan
dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik
yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Perkembangan
informasi elektronik di Indonesia dalam pemanfaatan internet berbasis elektronik
commerce (e-commerce), elektronik bisnis (e-business) harus di kendalikan serta

diatur dalam sebuah payung hukum.

Teknologi yang demikian pesat ini ternyata tidak diimbangi oleh
perkembangan sistem peradilan di Indonesia yang masih terpuruk. Sebagai
contoh, sampai dengan tahun 2005, terdapat sebelas ribu perkara yang masih
belum tertangani di Mahkamah Agung (MA). Tunggakan tersebut meliputi
perkara dari 2001 hingga 2005. Selama 2006 MA menerima sekitar 500-600
perkara perdata. Untuk perkara kriminal jumlahnya juga mencapai ratusan.
Sedangkan jumlah kasus yang telah berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung
pada 2005 lalu mencapai 11.800 perkara.! Berdasarkan data tersebut, dapat
dibayangkan berapa lama suatu perkara harus diselesaikan melalui proses

peradilan.

1 “I1 Ribu Perkara Menunggak di MA,” <http:/www.tempointeraktif.com/ hg/nasional/2006/03/
13/brk.20060313-75052.id.html>, diakses 18 April 2014.
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Seiring dengan perkembangan Sistem Hukum Nasional yang dinamis
terutama dalam konteks kebutuhan pelayanan di Indonesia, sekarang ini
mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Adalah suatu fakta bahwa
transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi
bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik.”

Dengan demikian dianggap perlu dan penting membuat sebuah Peraturan
yang mengakomodir para pelaku transaksi elektronik terhadap pengakuan hukum
terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik, datang dari organisasi-
organisasi internasional yaitu Komisi Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk
Hukum Dagang Internasional United Nations Commission On International
Trade Law, Model Law on Elektronic Commerce (selanjutnya disebut
UNCITRAL), mengeluarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce
pada tanggal 16 Desember 1996.

Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum
kepada Negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan
perundang- undangan terhadap materi ini. Namun Model law sifatnya bebas,
artinya Negara- negara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak. Berkat
model law ini, banyak Negara di dunia berbenah diri, mereka memandang
bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan
model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran
informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang
bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik

melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap

2 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
hal. 1.



kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.

Berbagai kemajuan teknologi ini kemudian diantisipasi dengan lahirnya UU
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut
yang ditandatangani dengan digital signature dianggap sama dengan kekuatan

pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004° yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat
oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868
KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akibat terjadi suatu
pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan
dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan

elektronik sebagai alat bukti®.

Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan
dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE.® Secara umum dikatakan bahwa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai

3 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

4 Arrianto Mukti Wibowo,1999, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic
Commerce, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, Him. 3

5 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)



dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda
Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun
pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan.

Perumuskan dalam UU ITE tidak selamanya sejalan dengan peraturan-
peraturan lain dalam hukum nasional yaitu dalam Hukum Perdata (KUHPerdata)
maupun Hukum Pidana (KUHAP). Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik
masih terasa bias, sehingga penginterpretasian atas keberadaan bukti elektronik
seringkali masih multitafsir, dan tidak konsisten dalam penerapannya ketika
terjadi sengketa. Bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam
mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang
handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur

informasi global (Global Information Infrastructure).®

Kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada
masa yang kan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan
pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek
kehidupan lainnya.” Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka),
non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang
dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada

di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.®

Permasalahan yang terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi

6 Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan,
Kanisius, Jakarta, 1998, hal. 25.

7 1bid, hal. 6.

8 Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic
commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi,
media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung,
seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi,

media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga cyber space
atau ruang siber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan
atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika
cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari
pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang
berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan
demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah

melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik
yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum
dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat
berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk
menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek
teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan

dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat



mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi

menjadi tidak optimal.

Analisis tentang dasar pemikiran informasi elektronik sebagai alat bukti
dalam pembuktian keperdataan dan keabsahan electronic signature dalam
perdagangan dengan menggunakan electronic commerce menunjukkan suatu
gambaran yang rumit dan holistik. Hal demikian terjadi karena sifat virtual dari
transaksi elektronik sehingga sistem jaringan tersebut tidak mengenal batas daerah
atau negara dan tanpa kertas serta global. Disisi lain, hukum pembuktian
keperdataan di Indonesia memberikan pembatasan terhadap alat-alat bukti yaitu

bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di muka hakim.

Alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah bukti
tertulis yang bagi perdagangan melalui electronic commerce menjadi masalah
aktual karena electronic commerce menggunakan alat yaitu informasi elektronik

dan electronic signature.

Terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan
penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat
bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk
kertas. Salah satu isu yang crucial dalam transaksi E-commerce adalah yang
menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (payment mechanism) dan
jaminan keamanan dalam bertransaksi (security risk) seperti Informasi mengenai
transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada
dua permasalahan utama yaitu:pertama mengenai Identification Integrity yang

menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (digital



signature), kedua mengenai message integrity yang menyangkut apakah pesan
yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang

dikehendaki (Intended Recipient).’

Perjanjian e-commerce yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan
dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan
tersebut atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat
mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik. Pada kasus
perdata dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk
menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok
sengketa. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada
alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Fakta sekarang ini,
transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari — hari, baik

secara domestik maupun lintas negara.'

Informasi elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian
keperdataan menjadi penting karena menyangkut identitas subyek, substansi
informasi, metodologi fiksasi dan media penyimpanan yang membuat informasi
menjadi jelas untuk diketahui. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan
dengan menginventarisir, mensistematisasi, menganalisis dan mengevaluasi
peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pembuktian perdata di
Indonesia dengan pengembanan hukum atas informasi elektronik dan electronic

signature.

9 Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan
Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Him. 2.

10 Diah Sulistyanih Muladi, “Fidusia Online dan Posisi Notaris” http://m.suaramerdeka.com
/index.php/read/cetak/2013/03/16/218548. Diunduh 02 Juni 2014.



Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan kasus hukum tentang tanda
tangan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan, namun penulis
melihat potensi dijadikannya tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti dan
menyusun tesis yang berjudul : “Eksistensi Tanda Tangan Elektronik Dalam

Perjanjian Pada Umumnya Menurut Hukum Acara Perdata”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka

terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

1.  Bagaimanakah keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti ?

2.  Bagaimanakah kedudukan hukum pembuktian dari transaksi elektronik

dalam Hukum Acara Perdata ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Proposal Penulisan Ilmiah diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mengajukan Tesis di Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan. Adapun
tujuan dan manfaat dari penulisan ilmiah ini adalah:

a) Tujuan penelitian
1. Tujuan Umum Penelitian ini adalah melakukan pendalaman dan peng-
analisisan terhadap penandatangan yang dilakukan secara online. Oleh
sebab itu, beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan akan

menjadi salah satu norma yang menjadi rujukan.



2. Tujuan Khusus : Untuk menggambarkan kedudukan dan kekuatan
hukum dari tanda tangan elektronik sebagai bukti, Untuk mengetahui

fungsi Notaris dalam suatu transaksi elektronik

b) Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dibuatnya penulisan ilmiah ini dapat memberikan
manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Adapun

kegunaan dari penulisan proposal ini terbagi dua, yakni:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan kajian, dan dapat digunakan sebagai masukkan dalam pembuatan
instrumen hukum yang dikemudian hari dapat diaplikasikan di dalam kehidupan

bermasyarakat khususnya dalam hal pendaftaran yang dilakuka secara online.

2. Secara Praktis
a. Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu prasyarat pembuatan thesis, me-

nambah ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai Hukum Pembukti-
an, selain itu dapat memperluas wawasan mengenai hal-hal permasalah-

an yang terjadi dalam hal Pembuktian pada Tanda Tangan Elektronik
b. Bagi masyarakat umum maupun pembaca, dengan adanya penelitian ini

diharapkan memberi pengetahuan lebih mengenai Hukum Pembuktian

dalam Transaksi Elektronik.
c. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dengan adanya penelitian ini di-

harapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, dan dapat digunakan se-

bagai masukan dalam pembuatan instrumen hukum yang dikemudian



hari dapat diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya

mengenai Hukum pembuktian khususnya pada Transaksi Elektronik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibuat dalam bentuk suatu laporan
yang tersusun secara sistematik. Sistematika penulisan yang digunakan oleh

penulis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu bab pengantar berisikan 4 bagian. Adapun isinya

meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN KONSEPTUAL

Uraian tentang tanda tangan elektronik pada suatu perjanjian yang dijadikan
sebagai alat bukti yang merupakan bagian dari hasil penelitian yang berisikan
landasan teori dan landasan konseptual mengenai Tanda Tangan Elektronik
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan laporan

penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan bab tersendiri yang memaparkan metode
penelitian yang akan digunakan peneliti yang berkaitan langsung dengan

permasalahan yang diteliti.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Analisis Hukum merupakan bab yang menguraikan atau menganalisis
permasalahan yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai

tanda tangan elektronik serta penerapan teknisnya di lapangan.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir di dalam penulisan thesis. Pada bab ini diuraikan

simpulan terhadap permasalahan dan saran.
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